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ABSTRAK 

Penelitian ini difokuskan pada Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Di BPKPD Kabupaten Tasikmalaya). 

Permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini meliputi: 1]. Bagaimana 

Pengelolaan Keuangan Daerah pada BPKPD Kabupaten Tasikmalaya ? 2]. 

Bagaimana kualitas laporan keuangan pada BPKPD Kabupaten Tasikmalaya?; 3]. 

Seberapa besar pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan 

keuangan pada BPKPD Kabupaten Tasikmalaya? Adapun tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui dan menganalisis 1]. Pengelolaan Keuangan Daerah 

pada BPKPD Kabupaten Tasikmalaya; 2]. Kualitas laporan keuangan pada 

BPKPD Kabupaten Tasikmalaya; 3]. Pengaruh pengelolaan keuangan daerah 

terhadap kualitas laporan keuangan pada BPKPD Kabupaten Tasikmalaya. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan 

pendekatan kuantitatif. Sedangkan untuk menganalisis data yang diperoleh 

digunakan Koefisien Korelasi Sederhana, Koefisien Determinasi, Analisis Regresi 

Linier Sederhana dan Uji Hipotesis menggunakan Uji Signifikansi (Uji t dan Uji 

F). 

Hasil dari penelitian dan pengolahan data ini telah memadai menunjukan bahwa 

pengelolaan keuangan daerah sangat baik sesuai dengan ketentuan yaitu 

Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifkan terhadap kualitas 

laporan keuangan. 

 

Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan 

 

 



3 
 

3 

 

Daftar Pustaka 

 

Amin, Agus Muhardi. 2013. Pengaruh Kompetensi dan Sistem Akuntansi Instansi Terhadap 

Kualitas Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Pada Unit Pelaksanaan Teknis 

(UPT). Tesis. Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Medan. Jurnal Akuntansi. Vol. 

1 No. 2, Hal 51. 

Chabib, Soleh dan Rochmansjah, Heru. 2014. Pengelolaan Keuangan Desa. Bandung: Fokus 

Media. 

Darise, Nurlan. 2009. Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi Ke 2. Jakarta: PT. Indeks. 

Halim, A dan Damayanti, T. (2007). Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi: Kedua. Cetakan: 

Pertama. Yogyakarta. Penerbit: UPP STM YKPN. 

Halim, A dan Iqbal, M 2012. Pengelolaan Keuangan Daerah: Seri Bunga Rampai Manajemen 

Keuangan Daerah. Edisi 3. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi 

Ilmu Manajemen YKPN. 

_____. 2014. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat. 

Harahap, Sofyan Syafri. 2008 Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan. Jakarta: Raja Grafindo 

Persada. 

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Tahun 2005:01-05 Tentang Laporan Keuangan. 

Komite Standar Akuntansi Pemerintah Tahun 2010:KK-10 tentang Laporan Keuangan. 

Nurhayati. 2017. Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pemerintahan Terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan Pada Komisi Independen Pemilikan Aceh. SI-MEN 

(Akuntansi dan Manajemen) STIES. Diakses Tanggal 28-01-2020. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia N0.58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah 



4 
 

4 

 

Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: 

Alfabeta 

 

_____ 2013. Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta 

 

_____ 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. 

Bandung: Alfabeta. 

 

_____ 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV. 

 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 32 tentang Keuangan Negara 

UU No. 32 Tahun 2004 pasal 157 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah. 

 


